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ABSTRAK : -  bahwa Industri pariwisata di Kabupaten Tegal sangat potensial menjadi 

industri strategis dan prospektif yang menciptakan peluang usaha, 

penambahan lapangan pekerjaan dan berkontribusi meningkatkan 

pendapatan asli daerah sehingga perlu, perlu pengaturan dalam penguatan 

kelembagaan dan pengembangan usaha kepariwisataan sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 

                              - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  Pasal 18 ayat (6) UUD NRI  

Tahun. 1945; UU No. 13 Tahun. 1950;  UU No. 23 Tahun. 2014 sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 

54 Tahun 2017; 

   - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang  Badan Usaha Milik Daerah Usaha 

Kepariwisataan Kabupaten Tegal dengan menetapkan batasan istilah yang 

digunakan dalam pengaturannya.  Maksud ditetapkan Perd aini adalah 

memberikan dasar hukum bagi Pemda dalam melakukan pembentukan dan 

pendirian BUMD Usaha Kepariwisataan dan meningkatkan penguatan 

kelembagaan dan pengembangan usaha kepariwisataan untuk membantu 

serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan 

Daerah, dalam Perd aini juga diatur tentang Kebijakan BUMD Usaha 

Kepariwisataan, Pendirian BUMD Usaha Kepariwisataan, Kegiatan Usaha 

BUMD yang termasuk Usaha Kepariwisataan, Sumber Modal, Organ BUMD 

Usaha Kepariwisataan, RUPS ,Komisaris, Direksi, Informasi Pelaksanaan 

Seleksi Anggora Direksi dan Anggota Komisaris, Pendanaan Pelaksanaan 

Seleksi Anggora Direksi dan Anggota Komisaris, Pegawai BUMD Usaha 

Kepariwisataan, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite lainnya, 

Perencanaan, Operasional dan Pelaporan,Tahun Buku dan Penggunaan Laba, 

Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintah, Evaluasi, Restrukturisasi, 

Perubahan Bentuk Hukum dan Privatisasi, Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan dan pembubaran, Kepailitan, Pembinaan dan Pengawasan; 

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  29  Maret 2022. 

- Penjelasan :  19  hlm 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


